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Management of Zakat 
 
A B S T R A C T 
This study aims to determine the practice of agricultural zakat on farmers in Mesjid Village Simpang Tiga District Pidie 
Regency, with analysis using Islamic economic theory. This type of research is descriptive qualitative research. Data 
collection methods use observation, interviews and documentation. Data validity testing techniques using 
triangulation techniques. The results of this study indicate that the practice of agricultural zakat in this village has 
been implemented even though it has not been maximized. Farmers issue only agricultural alms in the form of rice 
plants once a year to the meunasah despite having harvested twice. In addition, there are differences between Nisab 
and the amount used. Thus, there should be a firmer policy from the parties concerned so that in this village the 
formation from village of Baitul Mal as stipulated in the Qanun Aceh so that the nisab and the quantities used can be 
uniform between one region and another. Other things will also affect the collection and distribution of agricultural 
zakat for the better in this village. 
A B S T R A K 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie, dengan analisa menggunakan teori ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik uji keabsahan 
data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di desa ini telah 
terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi saja dalam 
setahun sekali ke meunasah meskipun mengalami panen dua kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan 
takaran yang digunakan. Dengan demikian, seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang 
bersangkutan sehingga di desa ini terbentuknya Baitul Mal Gampong sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun 
Aceh sehingga nisab serta takaran yang digunakan dapat seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal 
lainnya juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini. 
1. PENDAHULUAN 
Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensi di Provinsi Aceh. Hal tersebut dikarenakan 
Provinsi Aceh terkenal dengan daerah agraris dan masyarakat yang umumnya memperoleh pendapatan dari hasil pertanian 
tersebut. Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah 
salah satunya permasalahan ekonomi. Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan 
masyarakat di mana bagi pihak yang memiliki harta benda lebih memberikan kepada pihak yang kekurangan atau tidak memiliki 
harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Provinsi Aceh terkenal dengan syariat Islam yang sangat kental di mana berbagai kegiatan berdasarkan aturan dalam 
Al-Qur’an dan Hadis. Akan tetapi, mayoritas masyarakat masih belum memahami pelaksanaan zakat pertanian yang seharusnya 
secara komprehensif. Di samping itu juga, petani masih kurangnya kesadaran dalam menunaikan zakat hasil pertanian yang 
diperolehnya. Padahal zakat pertanian di Provinsi Aceh memiliki potensi besar jika pelaksanaan dilakukan dengan baik 
dikarenakan lahan sawah yang begitu luas dan juga adanya lembaga khusus yang bertindak dalam pengelolaan zakat yaitu 
lembaga Baitul Mal di berbagai daerah. Namun, di Aceh masih ada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian 
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pada lembaga Baitul Mal yang semestinya. Akan tetapi, sebagian mereka menunaikan zakat pertanian di desa mereka masing-
masing tanpa adaya lembaga yang mengelola hal itu.  
Begitu halnya di Kabupaten Pidie, di mana masyarakat di kabupaten ini masih kurang dalam pelaksanaan pengeluaran 
zakat pertanian. Dikarenakan masyarakat tidak begitu memperhatikan hal yang dianggap sederhana seperti pengeluaran zakat 
pertanian tapi sebenarnya wajib untuk dilaksanakan. Hal ini seharusnya wajib diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat 
sebagai petani, apalagi zakat merupakan utang yang harus ditunaikan yang kemudian agar dapat disalurkan dengan adil dan 
merata (wawancara dengan Muhammad Zein, 29 Agustus 2018). 
Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga Baitul Mal Pidie bahwa tidak ada tercatat satu pun data mengenai 
zakat pertanian yang seharusnya disalurkan oleh petani pada lembaga ini. Begitu halnya dengan daerah-daerah lain yang ada di 
Kabupaten Pidie, salah satunya Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Di desa ini mayoritas masyarakat 
bekerja sebagai petani dan selebihnya bekerja sebagai nelayan, buruh, pedagang, PNS/guru dan lain-lain. Berikut data mata 
pencaharian penduduk Desa Mesjid sebagaimana di bawah ini: 
 
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Mesjid 
 
Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 
Petani 47 Orang 52 Orang 
Nelayan 13 Orang - 
Buruh 18 Orang - 
Pedagang 28 Orang 37 Orang 
Pegawai Negeri Sipil 18 Orang 22 Orang 
Dan lain-lain 39 Orang 73 Orang 
Jumlah 163 Orang 184 Orang 
       Sumber: Kantor Keuchik, 2019 
 
Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Namun perlu diketahui 
petani di desa ini tidak hanya memiliki lahan sawah di desa mereka sendiri tetapi juga terdapat di desa-desa lain.  
Pada dasarnya, petani mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan zakat pertanian. Namun 
hasil pertanian yang dikeluarkan oleh petani hanya hasil pertanian berupa tanaman padi saja, sedangkan tanaman lainnya tidak 
dikeluarkan zakatnya.  Menurut rata-rata pendapat mereka bahwa nisab zakat padi adalah 7 gunca atau sama dengan 1.050 kg 
padi. Sedangkan mengenai sistem pengairan, mereka mengatakan menggunakan kadar ketentuan 10% tanpa memperhatikan 
sistem pengairan yang semestinya, padahal mereka mengetahui ketentuan yang sebenarnya.  
Hal lainnya juga diketahui bahwa petani di desa ini cukup agamais, di mana mereka mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai 
zakat pertanian yang ada dalam syariat Islam. Namun dalam praktiknya, masih banyak dari mereka yang melaksanakan sesuai 
kebiasan atau adat-istiadat yang selama ini berlaku di daerah setempat. Salah satunya, petani di desa ini mengalami panen padi 
dua kali dalam setahun tapi hanya sekali yang dikeluarkan zakatnya dan juga petani memiliki cara masing-masing dalam 
mengeluarkan zakat hasil pertanian. 
2. TINJAUAN TEORITIS 
Definisi Zakat Pertanian 
Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang 
bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang 
merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi 
normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia (El-
Madani, 2013: 81). 
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Diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman 
yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak maka tidak 
ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak (Zuhaily, 2000: 182). 
 
Syarat-syarat Zakat Pertanian 
Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya sebagaimana pada penjelasan di atas pada 
syarat-syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada haul (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat 
pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab.  
Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah (Muin, 2011: 40): 
a. Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadis yang artinya: “Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-
buahan sebelum mencapai 5 wasaq” 
b. Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di 
kilogramkan) 
c. Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan) 
d. Mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih. 
e. Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya. 
 
Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati 
 Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di bawah ini yaitu 
(Qardawi, 2007: 332-338): 
a. Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, di mana dua 
jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) serta sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan 
anggur. 
b. Malik dan Syafi’i berpendapat zakat atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buahan 
kering (gandum, jagung, padi dan sejenisnya). Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang dijadikan 
makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab 
Malik dan Syafi’i, makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat 
disimpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti jambu, delima, buah 
pir, buah kayu, prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak dapat disimpan. 
c. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang 
menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti (gandum, padi, 
jagung), berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memilki 
sifat di atas. 
d. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk 
mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh 
karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan 
dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia 
wajib mengeluarkan zakatnya 10%.  
 
Pendapat yang paling kuat untuk menjadi pegangan adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan 
Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha’i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman 
cakupan pengertian nash-nash Al-Qur’an dan Hadis, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila 
zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang 
lahannya luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan.   
 
Macam-macam Akad yang Digunakan dalam Praktik Pertanian 
a. Definisi Muzara’ah  
Muzara’ah adalah bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana 
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pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap dengan biaya dan benih yang berasal dari pemilik lahan 
untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen (Mardani, 2013: 240).  
b. Definisi Mukhabarah  
Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa 
hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan 
benihnya dari penggarap tanah (Ghazaly dkk, 2012: 117). 
c. Definisi Musaqah 
Musaqah adalah kerjasama yang lebih sederhana dari muzara’ah, di mana si penggarap hanya bertanggung 
jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen 
(Mardani, 2013: 242). 
 
Zakat Al-muzara’ah dan Mukhabarah 
Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil 
pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Begitu pula dalam bentuk kerja sama seperti al-muzara’ah dan 
mukhabarah di mana salah satu pihak atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) harus membayar zakat. 
Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam al-muzara’ah yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah 
yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Sedangkan mukhabarah, yang wajib zakat adalah 
penggarap (petani). Dikarenakan dialah hakikat yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa 
tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat wajib kepada keduanya jika telah mencapai nisab, sebelum pendapatan 
dibagi dua (Ghazaly dkk, 2012: 118-119). 
3. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik uji keabsahan data menggunakan 
teknik triangulasi. Sehingga hasil penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani 
Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. 
4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN  
Dalam praktiknya mengeluarkan zakat, petani di desa ini mayoritas hanya mengeluarkan zakat tanaman padi dan 
sangat jarang yang mengeluarkan zakat tanaman lainnya meskipun hanya ada beberapa orang yang melaksanakannya. Adapun 
zakat pertanian padi yang dikeluarkan untuk zakat apabila petani telah memperoleh minimal 7 gunca padi atau sama dengan 
1.050 kg padi. Di samping itu, mengenai waktu pengeluran zakat mereka sering mengeluarkan dalam setahun hanya sekali 
meskipun mengalami panen 2 kali dalam setahun. Sedangkan mengenai ketentuan kadar/presentase mereka mengetahui 
ketentuan yang semestinya, namun dalam praktiknya mereka menggunakan kadar 10% tanpa memperhatikan sistem pengairan 
yang digunakan untuk penyiraman tanaman. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan telah lumrah terjadi pada petani di desa ini 
dalam pelaksanaan pembayaran zakat padi. 
Dengan demikian, berdasarkan pelaksanaan dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani desa 
Mesjid. Maka dapat diketahui bahwa petani di desa ini keseluruhannya mengeluarkan zakat pertanian meskipun hanya pada 
tanaman padi saja dikarenakan mereka menganggap bahwa padi harus dikeluarkan zakatnya karena merupakan makanan pokok 
yang dikonsumsi sehari-sehari. Namun dalam teori ekonomi Islam bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat itu semua 
hasil tanaman sebagaimana pendapat Abu Hanifah bahwa zakat itu semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk 
mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, 
dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi 
bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.  
  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat dari Abu Hanifah yang mewajibkan zakat pertanian atas segala 
jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai macam hasil pertanian, dengan 
memperhatikan pengeluaraan zakat pada kadar atau presentasenya 10% atau 5%.  Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 
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pelaksanaan terhadap hasil pertanian di desa lain belum sesuai dengan teori ekonomi Islam, di mana mereka hanya 
mengeluarkan zakat tanaman padi saja.  
 Dalam Islam telah ditetapkan nisab zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau 653 kg ataupun jika dinominalkan dengan uang 
yang disetarakan dengan harga makanan pokok di desa ini yaitu Rp5.000 maka hasil yang diperoleh yaitu 653 kg x Rp5.000 
=Rp3.256.000. Sedangkan pada paktik di masyarakat, mereka menggunakan takaran nisab 7 gunca atau sama dengan 1.050 kg 
ataupun jika dinominalkan akan diperoleh hasil 1.050 kg x Rp5.000 =Rp5.250.000. Sehingga berdasarkan hasil tersebut maka 
dapat diketahui bahwa nisab atau batas minimal harta dari zakat pertanian yang dipahami oleh petani tidak sesuai dengan nisab 
yang telah ditetapkan dalam ekonomi Islam.  
 Dalam pelakanaan zakat pertanian juga harus diperhatikan pada kadar atau presentasenya, di mana penentuan kadar ini 
semua ulama selama sepakat bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan zakat pertanian adalah 10% jika tanaman tersebut 
disirami air hujan atau air dari aliran air. Sedangkan jika air yang digunakan air irigasi ataupun menggunakan tenaga orang maka 
cukup mengeluarkan 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala jenis tanaman hasil bumi itu wajib zakatnya tidak 
hanya tanaman padi saja. Dalam pelaksanaannya seharusnya petani lebih memperhatikan lagi nisab zakat pertanian yang sesuai 
dengan ketentuan dalam Islam. Di samping itu juga, zakat pertanian itu bukan dikeluarkan setahun sekali, akan tetapi jika telah 
mengalami panen dan sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakat sesuai dengan kadar atau presentase 10% atau 5% 
tergantung pada sistem pengairan yang dilakukan oleh petani.  
 Dari keseluruhan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten 
Pidie masih ada hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam teori ekonomi Islam. Adapun 
golongan yang seharusnya menerima zakat diberikan secara merata dan adil. Hal ini perlu diperhatikan agar zakat tidak diberikan 
kepada yang tidak seharusnya dikarenakan bukan haknya untuk menerima 
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Dengan melihat kenyataan pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie jika dibandingkan dengan ketentuan dalam ekonomi Islam masih adanya ketidaksesuaian dalam 
praktik yang dijalankan oleh petani. Dalam ketentuan nisab zakat pertanian yang sebenarnya adalah 5 wasaq atau sama dengan 
653 kg. Hal lainnya mengenai presentase zakat keseluruhannya 5% atau 10% berdasarkan sistem pengairan yang digunakan, 
padahal kebanyakan dari mereka memahami hal tersebut, namun tidak mempraktikkan sebagaimana mestinya dalam teori 
ekonomi Islam. Kemudian pendistribusian zakat hasil pertanian seharusnya diserahkan ke Baitul Mal Gampong sebagaimana 
yang tercantum pada peraturan Pemerintah Aceh, namun hal ini belum terlaksana di desa tersebut. 
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